BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kedudukan alat bukti digital mengalami perubahan yang signifikan
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang
KUHAP. Berbeda dengan KUHAP sebelumnya yang mengatur alat bukti
secara limitatif melalui Pasal 184 ayat (1), KUHAP 2025 secara eksplisit
menempatkan bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang berdiri
sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf f. Perubahan
tersebut menunjukkan adanya perkembangan sistem pembuktian pidana
yang lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi digital. Dalam konteks
tindak pidana penyalahgunaan teknologi deepfake, video, audio, gambar,
metadata, log aktivitas digital, rekaman komunikasi elektronik, serta hasil
pemeriksaan digital forensik dapat memiliki kedudukan sebagai bukti
elektronik sepanjang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang

sedang diperiksa dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum.

Kedudukan sebagai alat bukti elektronik tersebut tidak berarti bahwa
setiap konten digital yang berkaitan dengan deepfake secara otomatis dapat

diterima dan memiliki kekuatan pembuktian dalam persidangan.

Berdasarkan Pasal 235 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) KUHAP 2025, alat
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bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak
melawan hukum. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai autentikasi
dan keabsahan perolehan alat bukti tersebut. Apabila alat bukti dinyatakan
tidak autentik dan atau diperoleh secara melawan hukum, maka alat bukti
tersebut tidak dapat digunakan dalam persidangan dan tidak memiliki
kekuatan pembuktian. Dengan demikian, kedudukan bukti digital dalam
perkara penyalahgunaan teknologi deepfake dapat dipahami sebagai alat
bukti elektronik yang sah secara normatif, tetapi penerimaan dan
penggunaannya dalam pembuktian tetap bergantung pada terpenuhinya

persyaratan autentisitas, integritas, legalitas, dan relevansi.

Kekuatan pembuktian alat bukti digital berbasis teknologi deepfake
bergantung pada terpenuhinya aspek autentisitas, integritas, legalitas
perolehan, dan relevansinya dengan tindak pidana. Proses autentikasi dapat
diperkuat melalui digital forensik, pemeriksaan metadata, hash value, dan
penerapan chain of custody untuk memastikan bukti tetap asli dan tidak
mengalami manipulasi. Namun, pembuktian bukti digital deepfake masih
menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya dan infrastruktur
digital forensik, perkembangan teknologi deepfake yang cepat, serta belum
seragamnya standar autentikasi. Bukti digital yang telah terautentikasi tetap
harus dinilai hakim bersama alat bukti lainnya. Apabila keaslian dan
integritasnya dapat dipertanggungjawabkan serta diperoleh secara sah, bukti
digital dapat memiliki kekuatan pembuktian. Sebaliknya, apabila tidak

dapat dibuktikan keasliannya atau diperoleh secara melawan hukum, bukti
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tersebut tidak dapat digunakan dalam persidangan. Dengan demikian,
KUHAP 2025 telah memberikan dasar hukum bagi penggunaan bukti
digital, tetapi masih diperlukan penguatan mekanisme autentikasi dan
standar pemeriksaan agar penggunaannya dapat memberikan kepastian

hukum dan mendukung proses peradilan yang adil.

. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Peneliti memberikan saran

sebagai berikut:

Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, perlu dibuat
pengaturan yang lebih rinci mengenai mekanisme autentikasi bukti
elektronik, khususnya bukti digital yang berkaitan dengan teknologi
deepfake. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian
hukum mengenai standar autentikasi, integritas data, dan chain of custody.
Bagi aparat penegak hukum, perlu meningkatkan kemampuan dan fasilitas
digital forensik agar proses pengumpulan, pemeriksaan, dan penyimpanan
bukti digital dapat dilakukan secara tepat serta menjamin keaslian dan

integritasnya.

Bagi hakim, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai
teknologi deepfake dan bukti digital agar penilaian terhadap autentisitas dan
kekuatan pembuktiannya dapat dilakukan secara objektif dengan
mempertimbangkan hasil digital forensik dan keterkaitannya dengan alat
bukti lainnya. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai bukti digital

dan deepfake dapat dikembangkan melalui penelitian empiris untuk
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mengetahui penerapan ketentuan KUHAP 2025 dalam praktik penyidikan,

penuntutan, dan persidangan.
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